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PERATURAN DAERAH  KABUPATEN SRAGEN

NOMOR   6  TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK 

KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang    :     a. bahwa dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Daerah 

perlu peran serta masyarakat dalam peningkatan 

pandapatan asli Daerah melalui pemberian sumbangan 

pihak ketiga kepada daerah;

b. bahwa pemberian sumbangan pihak ketiga kepada 

daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sragen Nomor 15 Tahun 2000;

c. bahwa dengan telah di tetapkannya beberapa peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan 

Pemerintah Kabupaten/Kota, maka  Peraturan Daerah 

Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2000 tentang 

penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah 

dipandang sudah tidak relefan lagi perlu diubah dan 

disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan 

Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Mengingat       :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

SALINAN
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tantang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855);
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11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 

2000 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 

Kepada Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 

Tahun 2000 Nomor 15 Seri D Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 

28 Seri D Nomor 26 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 

02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 

Tahun 2008 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 

02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 

Tahun 2009 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 

2000 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA 

KEPADA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Sragen Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Penerimaan Sumbangan 

Pihak Ketiga Kepada Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten 

Sragen Tahun 2000 Nomor 15 Seri D Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 28 

Seri D Nomor 26 )di ubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sragen.

5. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah 

pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara 

ikhlas/sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh 

pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku, baik berupa uang 

atau yang disamakan dengan uang maupun barang-

barang bergerak atau tidak bergerak.

6. Pihak Ketiga adalah Instansi Pemerintah dan setiap orang 

atau kelompok orang yang berbadan hukum atau tidak 

berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa 

membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang 

memberikan sumbangan kepada daerah.

7. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut 

sifat dan hukumnya dapat bergerak atau dapat 

dipindahkan ketempat lain.

8. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang

menurut sifat dan hukumnya tidak dapat bergerak atau 

tidak dapat dipindahkan ketempat lain. 

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sragen.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni 
Pasal 4 A , dan Pasal 4 B, yang selengkapnya berbunyi 
sebagai berikut :

Pasal 4 A

Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah di 
setor  ke kas daerah  dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 4 B

Mekanisme penerimaan dan pengadministrasian  

sumbangan pihak ketiga kepada daerah diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 4-8-2012

BUPATI SRAGEN,

          TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 4-8-2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT

                          TTD

                   ENDANG HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012  NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Mengetahui :

An. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan

Ub.
Kepala Bagian Hukum

Setda. Kabupaten Sragen

JULI WANTORO, SH, M.Hum
Pembina Tk. I

NIP. 19660706 199203 1 010
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PERATURAN DAERAH  KABUPATEN SRAGEN

NOMOR   6  TAHUN 2012


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

 NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SRAGEN,


Menimbang    :     a.
bahwa dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Daerah perlu peran serta masyarakat dalam peningkatan pandapatan asli Daerah melalui pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah;




b.
bahwa pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2000;





c.
bahwa dengan telah di tetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka  Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2000 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dipandang sudah tidak relefan lagi perlu diubah dan disesuaikan;




d. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Mengingat       
:  
1. 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tantang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 15 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 28 Seri D Nomor 26 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN


dan


BUPATI SRAGEN


MEMUTUSKAN :


Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 15 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 28 Seri D Nomor 26 )di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.


2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.


5. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang bergerak atau tidak bergerak.

6. Pihak Ketiga adalah Instansi Pemerintah dan setiap orang atau kelompok orang yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan kepada daerah.

7. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.


8. Barang tidak bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain. 

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sragen.


2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 4 A , dan Pasal 4 B, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah di setor  ke kas daerah  dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 4 B

Mekanisme penerimaan dan pengadministrasian  sumbangan pihak ketiga kepada daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II


Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen


pada tanggal 4-8-2012

BUPATI SRAGEN,


          TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN


Diundangkan di Sragen


pada tanggal 4-8-2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN


ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN 


KESEJAHTERAAN RAKYAT

                          TTD



                   ENDANG HANDAYANI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012  NOMOR 6



SALINAN
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